
W.ALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RA.YA 
NOMOR ~ '. TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan., daya guna dan 
hasi, guna pennungutan Pajak Restoran berdasarkan 
LJndang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan 
pcrubahan P~raturan Daersh Kot.a "Palangka Raya Nomor 
09 Tahun 2010; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dacrah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka 
Raya Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. 

1. Pa.~al 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang-Un<lang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya {lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tamb.ihan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Le.mbaran Negara Republik 
Ind011esia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pcnagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1qg7 Nomor 42, Tambahan Lembar~n 
Neg,ua Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana tela.h 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajllk 1Le1nbaran Negara Republik lndl>nei;ia Tahuu 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

6, Und.mg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan na.erah (Lembaran Negara Republik 
lndo:..-iesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
l'+egara Republik Indonesia Nemer 4437) sebagrumana telah 
beberapa kali diubah, r.erakhir dengan Undang-Undang 
Nomur 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan Kcdua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembru:an Negara Repi1blik 
Indonesia Tahun 2008 No1nor 59, Tambahan Len1ban1n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusal dan 
Pemerintohan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndone8ia 
Nomor 4740); 

9. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 lenui.ng Pajak 
Daerah dan Retrib-,,:;isi Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t(:ntang 
Pembcntuknn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik h1doncsia 
Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kit..ib Undai1g-Undang Hukum Acttra P:idana 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 Nomo~ 
36, Tambah.an Lembaran Negara Republik h1donesia Nomor 
3258), :.~bag-c1.imana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerint.ah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pcl~1ksan.ian Kit.1,1b Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
{Lembar:an Negara Repubiik 1ndoncs.ia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No□or 5145); 
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12. Peraruran Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagih,m Pajak dengan 
Sura·: Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4049); 

13. Pcraturan Pemerint.ah Nomor 136 Tahun 2000 tentru1g Tata 
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari 
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajai{ 
Dcngan Surat P.aksa (I.P-mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4050); 

14. Peraruran Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Ncga.ra Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Un1san Antara Pemerintah, Pemcrintahan 
Daer ah Provinsi dan Pemerintahan Dae rah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

lo. Perat.uran Pemerintah Nomor 9J Tahun 20J0 tentang ,lenis 
Pajak Daerah yang Dipungur I3erdasarkan Penetapan 
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5179); 

17. Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
l.en\ang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita 
Negara Repu blik Indonesia Tab un 2011 Nomor 694); 

18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 07 Tahun 
201 l tentang Organsasi dan Tata Kerja Dinai; Pendaparan 
Kota Palangka 'Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2011 Nomor 07). 

Dengan Pen;etujuan Bers= 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGK.I\ RAYA 
dan 

WALIKOTA P.Al.ANGKA RAYA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN D/\ERAH KOTA PJ\LANGKA RAYA TENTANG 
PERURAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA 
RAYA NOMOR09 TAHUN 2010TENTANG PAJAK RESTORAN. 
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Pasal I 

Ketenluan Pasal 36 ayat (2) dalam Peraturan lJaerah Kata Pa1angka Raya 
Nomor 09 Tahun 2010 tenlang Pajak Restoran {l..embaran naerah Kota 
Palangka Raya Tahun. 2010 Nomor 09} diubi.1h schingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 36 

(2) Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah berada pada Dinas 
Pcndapalc1n Dc1ernh Kola Palangka Rc1ya. 

Pa.sat II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar. 
Daerah ini dengan penempatrumya dalam Lcmbaran Daerah Kota 
Palangka Ra.ya. 

Diundangkan di Palangka ~aya 

pada tanggal ?.2 :•..1l.i. 2'111 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 2 2 c·,l i_ ?.O 1 7i 

LIKOTA PALANG ' 

~--\)~ 

H.'M. RIBAN SATIA 

Plt. SEKRETARIS DAERAII KOTA PALANGKA RAYA, 

IKHWANUDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR . , 
' I 


